BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN U>MW>.E KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
B Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah menyampaikan Peraturan_Daerah_tentang_Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan
melampirkan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Bombana tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021;: X &V \



i

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia H&‘ES 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
moﬁsE_W Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan
Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun-2004-Nomor-5;-Tambahan-Lembaran-NegaraRepublik- Indonesia-Nomor-4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4421); mf h\



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 413, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun_2012 Nomor_171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); ‘

13.

14.

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
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Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); :

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Um,owmr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

-Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

21.

22.

Lembaran-Negara-Republik-Indonesia-Nomor-6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); %\J\\\



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29—

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021;

Peraturan—Bupati—Bombana-Nomor-57—-Tahun-2022-tentang-Organisasi-—dan—Kerja—Badan-Keuangan—Daerah

Kabupaten Bombana; \



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
dan
BUPATI BOMBANA
MEMUTUSKAN

.y e

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Neraca;

d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas;
g.

MOmﬁmﬁms->ﬁmm-rmbonmb|motmsmms.

Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :
a. Pendapatan Rp. 1.104.481.308.836,00

b. Belanja Rp. 1.091.665.939.798,50
. ‘Surplus / (Defisit) R | :

Rp. - 12.815.369.037,50



d. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 143.507.470.906,99
- Pengeluaran Rp. 73.047.280.576,00 )
Pembiayaan Netto Rp. 70.460.190.330,99

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(23.674.885.997,00) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.080.806.422.839,00
b. Realisasi Rp. 1.104.481.308.836,00
Selisih (kurang) Rp. (23.674.885.997,00)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp85.265.652.899,50dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 1.176.931.592.698,00
b. Realisasi Rp. 1.091.665.939.798,50
Selisih (kurang) Rp. 85.265.652.899,50

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp108.940.539.896,50 dengan rincian mmvmmmp berikut:
a. Anggaran surplus/defisit setelah perubahan Rp. (96.125.169.859,00)

b. Realisasi Rp. 12.815.369.037,50
Selisih (lebih) Rp. 108.940.539.896,50

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp25.764.979.528,01 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan setelah perubahan Rp. 169.272.450.435,00
b. Realisasi ; Rp. - 143.507.470.906,99
‘Selisih (kurang) Rp. 25.764.979 528,01



(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp100.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran setelah perubahan Rp. 73.147.280.576,00
b. Realisasi Rp. 73.047.280.576,00
Selisih Rp. 100,000,000,00

(6) Selisih Anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp25.664.979.528,01 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 96.125.169.859,00
b. Realisasi Rp. 70.460.190.330,99
Selisih (kurang) Rp. 25.664.979.528,01

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pabsal 1 huruf b Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 44.707.241.259,99
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Rp. 44.706.227.608,99
Sub Total Rp. 1.013.651,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran - Rp. - 83.275.559.368,49
Sub-Total Rp. 83.276.573.019,49
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp. (1.013.651,00)
e. Lain-Lain Rp. 0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir ‘ Rp. 83.275.559.368,49



Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c Per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp. 2.074.814.113.255,04
b. Jumlah Kewajiban Rp. 115.488.454.857,86
c. Jumlah Ekuitas Rp. 1.959 325.658.397,18
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut : e
a.  Pendapatan - LO Rp. 1.025.962.162.661,45
b.  Beban-LO Rp. 854.328.457.944,23
Surplus / Defisit Operasi Rp. 171.633.704.717,22
c. Kegiatan Non Operasional Rp. 0,00
Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp. 171.633.704.717,22
d. Beban Luar Biasa Rp. 5.981.848.502,00
f. Surplus / Defisit LO Rp. 165.651.856.215,22
Pasal 7
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berikut : ; - ‘ _ ) | ; ,, _

a. Saldo kas awal per 1 Lmbsmb 2021 | Rp. 44.707.241.259,99
b. Arus Kas dari aktivitas ovmwmmm , | | _ Rp. 263.654.237.751,50

b
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c. Arus Kas dari aktivitas investasi Rp. (250.838.868.714,00)

d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan Rp. 25.753.962.722,00
e. Arus Kas dari aktivitas transitoris Rp. 41.170.608,00
f. Koreksi lebih catat saldo awal Rp. (1.013.651,00)
g. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2021 Rp. 83.316.729.976,47 -
Yang terdiri dari : :
- Kas Di Kasda Rp. 77.878.753.511,49 o
-  Kas Di Bendahara Penerimaan Rp. 8.410.000,00
-  Kas Di Bendahara Pengeluaran Rp. 15.504.000,00
- Kas Di Bendahara BLUD Rp. 4.883.695.894,00
-  Kas Di Bendahara FKTP Rp. 461.874.696,00
- Kas Di Bendahara Dana BOS Rp. 68.491.875,00
Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai
sebagai berikut :
a. Ekuitas Awal , ; Rp. H.ﬂoo,.omewm. 142,96
b. Surplus/Defisit - LO Rp. 165.651.856.215,22
¢. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

Koreksi Nilai Persediaan | 3.300,00 AW\\#\ \\



Selisih Revaluasi Aset Tetap 0,00

Koreksi Ekuitas Lainnya (7.210.042.652,32)

Koreksi Ekuitas Lainnya 0
Koreksi Saldo awal Kas Dana BOS (1.013.651,00)
Koreksi saldo awal PBB (3.082.403.003,00)
Penghapusan bersyarat Piutang PBB (231.764.306,0)
Koreksi atas Penghapusan Aset Tetap 12.077.360.301,00)
Koreksi atas Penghapusan Aset Lainnya (12.818.000,00)
Koreksi Penambahan Peralatan dan mesin Dinas Pendidikan
dan kebudayaan atas selisih perhitungan BMD sebesar 0,00
Rp0,00159 . -
Koreksi Pengurangan Gedung dan bangunan Kecamatan 0,01)
Poleang atas selihih perhitungan BMD sebesar Rp0,01169
Koreksi Penambahan Gedung dan Bangunan Sekretariat
Daerah atas selihih perhitungan BMD sebesar Rp0,011 0,01
Koreksi saldo awal utang beban (421.503.060,00)
Koreksi Pengisihan piutang___________ | ___10.48.738.060,00

d. Ekuitas Akhir Rp. 1.799.081.923.142,96

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos — pos laporan keuangan. o L ; | &&» \



Pasal 10

t—

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
Lampiran 1.2 Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan
Lampiran 1.3 Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan
jenis pendapata, belanja dan pembiayaan
Lampiran 1.4 Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub
kegiatan.
b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c. Lampiran III Laporan Operasional
d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas
e. Lampiran V : Neraca
f. Lampiran VI Laporan Arus Kas
g. Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan
h. Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
j. = Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
k. Lampiran Xl Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah mf \&\\ \\
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Lampiran XII

m. Lampiran XIII

n.

o.

3

Lampiran XIV
Lampiran XV

p.- Lampiran XVI
q.

Lampiran XVII

Lampiran XVIII :

Lampiran XIX

Lampiran XX
Lampiran XX,1

Lampiran XX,2

: Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah

: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap

: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya

: Daftar Dana Cadangan Daerah

: Daftar Kewajiban Jangka Pendek .

Daftar Kewajiban Jangka Panjang

: Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhur tahun anggaran 2021 dan kembali dalam tahun

anggaran berikutnya

: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah terdiri atas;
: Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan.

: Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan.

Pasal 11

Bupati Bombana menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

YT



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bombana. | «

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 30 Agustus 2022

Pj. BUPATI BOMBANA,

PARAT KOORDINASI |
NO |UNJT/SATUAN KERJA| PARAF |
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5 | Robpl  Akodans: .NW | |
< , BURHANUDDIN
Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 30 asustus 2022
ATEN BOMBANA;

SEKRETARIS DAERAH KA

 LEMBAKAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR Z |
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWEST TENGGARA -



